
. I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 temang Pembenrukan Daerah­ 
daereb Kabupaten dalam Lingkungan PropinS! Djawa Barat {Berita Negara 
Tahun 1950); 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pesbendaheraan Kcg.ara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaa 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4:lSS). 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a 
di aras, Pctunjuk Teknis Pe,pajakan Daerah tersebut perlu ditetapkan 
melalui Peraruran Bupati 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pen,ruran Oae<ah Kabupaten 
Bekasi Nomor 7 Tahon 2010 tentang Ketenruan Umum Perpajakan Daetah 
Kabupaten Bekasi, maka sesuai ketennran BAB V Pasal 12 3)'111 (I) dan 
ayat (2), BAB vm Bagian Perrama Pasal 27 dan Pasal 28. BAB IX 
Pasal 37 sld Pasal 39 dan BAB X Pasal 40, untuk teknis pelaksaaaannya 
perJu menerapkan Peraiuran Bupati tentang Penmjuk Teknis Perpajabn 
Daerah yang mengarur tentang Tata Cara Keoeratan Pa,at Dserah, Tau 
Cara Pembetulan. Pembatalan, Pengurangan Ketetapan. Kennganan, 
Penghapusan atau Peegurangan Saks, Admuiistra.si, Pembayaran Angsuraa 
Pajak Daerah dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, 

BUPATI BEK.AS!, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1 

Mengingat 

- 

Menimbang 1 

PETUNJUK TEKN!S PERPAJAKANOAERAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

NONIOR 

PERATURAN BUPAT[ BEKASI 

J 



4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang:an Keuan_aan 
Amara Pemerintah Pusat dm Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 200'11\lomor 126. T2mb:lh1n LQl'llbar:m ~~1 
Republik Indonesia Nomor 4438): 

S Undang-Uadang Noruor 6 Tahun 1983 Tentang Kerentuan Umum dan Tata 
Cara Perpejakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengsn 
Undang-Undang Noruor 28 Tahun 2007 tentang P<t\tbaban Keiiga Alas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenman Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tebun 1007 
Nomor 85. Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia :sromor4NO): 

6 Undang-Undaug Nomor 28 Tahuo 2009 tcntang Pajak Daerah dan Reuibusi 
Daerah (Lembaran Negara llepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. 
Tarnbahan Lembaran ~•ga;a Republik Indonesia Nomor 5049); 

7 Undang-Undaag Nomor l~ Tahun 20l I teruang Pembentukan Peraruran 
Perundang-Undangan 1Lembaran "fegara Rcpublik Indonesia Tahon 2011 
Nomor 82, Tambah:tn Lembaran Negam Republik tndonesia Noro0<-14J:8). 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 3& Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan, Aouara Pemerineah. Pemerintahan Daerah Pro"insi dan 
Pemerintahan 0.aerah Kabuparen/Kota (Lembaran Negara Rcpubfik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 82. T ambahan Lembaran Negara Republik 
ladonesia Nomor 4737)~ 

9. Peraturan Oaernh Kabupaten Bekasi :Komor 6 Tahun 2008 tentang Ums.10 
Pemerint.ahan Kabuparen Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bek.ua 
Tahun 2008 Nomor6); 

I 0. Pernturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Peraogkat Daerah Kabupeten Bekasi (Lcmba.ran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahon 2009 Nomor 7) sebagaimana teJah dmba.h dcngan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 1'omor 4 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
renraog Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 4): 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Komor 7 Tahun 2010 tcntang 
Ketentuan Urnum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahuo 2010 Nomor 7). 

- 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tabuo 200-1 ttntang Pemerintahan Dserah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lembame Negara Republik Indonesia Nomor- 4437) sebagaima..na 1elah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 temang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang NomO< J2 
Tahun 20().:I tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraa ~'egara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor4844): 



Delam Peraruren Bupati ini yang dimaksud dengan · 

Daerah adolah Kebupatcn Bekasi. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, yang selanjutnya disingkai DPRD. adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah. 
Pemeriruah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah 
Bupati adalah Bupati Bekasi. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Organisas! Perangkat Daerah yang 
melaksanakao Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah. 
Kepala Saruan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang melak.sanakan Tugas 
Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daernh 
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenm di bidang perpajakan daerah sesuai 
ketemuan peraturan perundang-undangan 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebur Pajak. adalab kontribusi wajib kepada daerah }>mg 
terutang oleh pnbadi atau badan yang bersifar memaksa berdasarkan Undang-Undang.. 
dengan tidak mendapatkan imbalan seeara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran takyat, 

9 Badan adalab sekumpulan orang dan/atau modal yang mempak:an kesatuan baik )'ang 
melakukan usaha rnaupurr yang tidak melakukan usaba yaog meliputi perseroan terbaw, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (B~iN). arau badao 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. firma, koog.si, 
koperasi, dana pensiun, persekuman, perkumpulan, yayasan, organisas, massa, 0<gan1sasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya. lembaga dan benruk badan lainnya termasuk kontrak 
iovestasi kotekuf dan benwk usahe tetap. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajal:, 
pemungm pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketenruan 
perarurau perundang-undang perpejakan dacrah.. 

It. Penanggung Pajak adalah orang pribad1 atau badan yang bertanggung jawab atas 
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib 
paiak sc..'Suai dertJ,tan ketcntuan oecaturan pc.11.1ndaaa~undaajlafl ~.akan.. 

Pasal I 

BAB I 

t<ETENTUAN UMUM 

~lEMUTUSKA.'< : 

PERATUl{AN BlTPATI TENTANG PETU~JUK TEKNIS 
PERPAJAKAN DAERAH](ABUPATE1' BEKASI. 

Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I T ahun 2011 tenwig Pajak 
Daerah {lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahuo 2011 Nomor I): 

I J. Peraruran Bupati Bekasi Nomor f4 B Tahue 2007 tentaeg Me~:s.ndm~ 
Penyusunan Prociuk Hukum Oaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B), 

- 
1 

3 

4. 
5. 

6. 

7 

s 
~ 



Kepu1osan Pemberutao atau Surat Kepuru.san Kebcratan. 

12 Masa Pajak adalah jengka waktu yang menjadi dasar bag. \Vajib Pajak untuk menghitung. 
menyeior, dan melaporkan pajak yang terbutang dalam suatu jangka waktu tenentu 
sebazaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

13 Tenon Pajak adalah jangka waktu I (satu) tahun kaleoder kecuali bila WaJ•b Pajak 
menggunakan tahun buku yang ridak sama dengan tahun blender 

14 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suaru saai, dalam Masa PaJak. 
dalan T abun Pajak. arau dalam bagian Tahuo Pajak sesuai dengan ketentnan peraniran 
perundang-uadangan perpajakaa, 

15. Surat Pembemabuan Pajak Daerah, yang chpat disingkat SPTPD, achlab surat yaog old, 
Wajib Pajak digunakaa untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 
Pajak danlatat1 bukan Objck Pajak, dan!atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketenruan 
peraruran perundang-undangan perpajakan daerah. 

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjotnya disin.gkat SSPO, adelah bukti pembayaron 
atau penyctorsn pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan fotrnulir- auu telah 
dilakukan dengan cam lain ke rekcning kas umum daerah melalui temper pembayaran yang 
dinutjuk oleh Bupati 

17 Surat Kctetapan Pajak Daerah, yang selanjumya disingkat SKPD. adalab sunn ketetapan 
pajak yang menentcken besarnya jumlab pokok pajak yang terutang. 

IS Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang s,:lanjutnya discbut SKPDT adalah swat 
keretapan pajak yang dikeluarkan jika terdapat tambahan objek pajak yang sama S«>•g•i 
akibat ditemukannya data baru aras dasar Nou Ptrliitungan Pajak Oaerah. 

19 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjwni a disingkat SKPDKB, adalah 
surat ketetapan pajak yang meaentukan besarnya jumlah pokok pi!Jalc, iumlah kredit pajal:. 
jumlah kekurangan pembeyaran pokok pajak, besamya sanks! administrasi, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar 

20. Surat Keteespan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjumya disingk•t 
SKPDKBT, adalah surar ketetapan paJak yang menemckan tambahan atas jumlah Pi!Jak 
yang iela.'1 ditetapkan 

21. Sura, Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selonjutn)a disingkat SKPOLB. adalah - Surat ketetapan pajak yang menenmkan jumlah kelebihsn pembayaran pajak kareaa jumlah 
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutaug atau seharusnya tidak rerutang. 

22. Surat Keterapan Pajak Daerah Nihil. yang selanjutnya disingkat SKPON. adalah surat 
ketetapan pajak vang menentukan jumlah pokok pajak ssma besamya denpn jumlah kredit 
pajak a,au pajak tidak 1en1tang dan 1idak ada kredit pajak. 

23 Surat Togihan Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingbt STPO, adalah swat unruk 
melakukan tagjhan pajak dao/atao s.anksi adm1nistr'3S1 berupa bunga dao/atau dcnda. 

24, Surai Keputusan Pembetulao adalah surat keputusao yang membetulkan kesalahan rults. 
kesaJahan h1UJt1g dan/atau kekeliruan dalam penerapao ketentuan tertcntu dalam peraruran 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang. Surat Ketetap•n Pajak Oaerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapon Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaban, Sur21 Ketaapon Pajak Daerah 
Nihil. Surat Ketctapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, Surat Tagihan PaJak Daerah, Surat 

- 

- 



Posa! 3 
Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatnn atas pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 hanya 
kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah aias sesaaru . 
a. SKPD, 
b SKPDKB, 
c. SKJ>DKBT; 
d. SKPDLB; dan 

BAB 01 
KEBERATAtl" PAJAK 0A£RAH 

Jenis Pajak Daerah terdin dan 
1 Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran. 
3. Pajak Hiburan, 
~. Pajak Reklame: 
5. Pajak Penerangan Jelen. 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Banran, - 7 Pajak Parkir. 
8 Pajak Air Tanab, 
9 Pajak Sarang Burung \\'alet; 

- 

Pasal 2 

BAB Cl 
PAJAK DAERAH 

25 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapao Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keeetapan Pajak Daerllh 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Kctctapan Pajak Daerah Nibil, Surat Kctetap;,,o Pajak 

Daerah Lebih Bayar. atau terhadap pemotongac atau pemungutan oleh pihak kc:!liga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

26 Kehilafan Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa dalam 
kondisi rertentu sulit untuk meoenrukan pilihan daJam memenuhi kewajiban perpajakan. 

27 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan peng.olab data. keierangaa, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesioaal berdasarkan suatu ssandar 
pemeriksaan unruk menguji kepatuhan pemenuban kewajiban perpajakan danratau rujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan persnuen perundang-undang p,erpajakan. 

28. Tanggal dikinm adalah tanggal stempel pos penerimaan, tanggal faksimili, atau dalam hal 
disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surai, keputusan. atau purusan 
disampaikan secera langsung, 

29. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengtriman, tanggal faksimili, atau dl!arn ha! 
ditcrima secara langsung adalah tanggal pada saat surat. keputusan, atm.s putw.an ditcrima 
secara laagsung. 



.... 

- 

(I) Pengajuan keberatan sebagaimana dsmaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketenruan dan 
persyaratan, sebagai berikut ; 
a. Melampirkan bukli penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. 
b. Satu Keberatan hanya uotuk I (satu) SKPDI SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB1 SKPD1' 

atau I (satu) bukti pemotongan/ pemungutan oleb Pibak Keriga; 
c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia: 
d. Diajukan kepada Bupari atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan diS.1111paikan 

melalui Kepsla Satoan Kerja Perangkat Daerah; 
e. Melampirkan asli SKPD/ SKPDKDI SKPDKBT/ SKPDLBI SKPDN' Bukti 

Pemotongan/ Pemungutan oleh Pihak Ketiga: 
f. Menyampaikan jumlah pajak daerah terhutang menunu perbirungan Wajib Pajak disenai 

alasan yang mendukung pengajuan keberatannya, 
g Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD'SKPDKBI 

SKPDKBTI SKPDLBI SKPDNI Bukti Pemotonganl Pemungutan Pajak oleh Pihak 
Ketiga, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menuajukkan bahwa j3.Dgb 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

h Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hat swat keberatan 
ditandatangani oleh bukan wajib pajak barus melampirkan surai kuasa k.husus unn1l;: 
\Vajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Sadan; dan 

1. Keberatan hanya dap.a1 dilakukan secara perseorangao 
(2) Tanggal direrima srJrat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses sura1 kcbcratan 

adalah 
a. Tauggal renma su-rat keberataa. dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajjb 

pajak atau kuasanya kepada petugas atau pejabat yang ditunjuk: 
b Tanggal pengiriman surat keberaran, dalam hat disampaikan melaltu pos deng_an bukti 

pengmman surai, 

(3) Unruk memperkuat atasan pengsjuan keberaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
penga1van keberatan disenai dengan 
a, Fote cop) idenmas \\'ajib PaJak atau Penanggung Pa1ak. dan Surat Kuasa dari Waj,b 

Pajak yang bermmera. da!am hal dikuasakaa, 
ti. Foro copy dokomen adnunisrrasi penJinan lamnya yang dirmhki sehubungan dengan 

pen_gajuan keberatan, 
c. foto cop) .. laporan keuaagaa yang bisa dipertanggung jawabknn 

Pasal 5 

(!) Pengajuan Keberatan yang udek memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (I) dau/atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehiogga tidak 
dapat diproses. 

(2) Dalam hal peugajuan Keberaran tidak dapat dipenimbangkan, Bupati atau Kepala Saruan 
Kerja Perangkat Daerab dalam 1angka waktu paling lama 14 (empat belas} hari kerja sejak 
tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimak:sud d.aJam Pa.sal 4 ayat (2), 
Jnem .. beri1ahukan secarn terw1is diseruti. alasan·alasa.n.. 

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi 

- 

Pasal 4 



(I) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalarn waktu paling lama 6 (enam) 
buJan sejak tang.gal penenmaan surat keberatan memberi keputusan atas pengajuan 
keberaran 

(2) Keputusan keberaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapax berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menarnbah jumlah pajak: daerah yang tetbutang 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah terlampaui arau telah lewat 
dan kepurusan keberatan belum diterbitkan, peogajuan keberataa dianggap dikabulkan dao 
diterbitkan keputusan sesuai dengan pengejuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling 
lama I (saru) bulan terhiuing' sejak waktu dimaksud berakhir. 

Pasal 9 

(I) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 7 diterapkan berdasarkan basil verifikaSl dan 
apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan. 

(2) Veriftkasi sebagatmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan berdasarkan surat perintah dan 
hasilnya diruangkan dalam bentuk laporan 

Of Dalam hal dilakukan peninjauan Iapangan, Bupaii atau Kepala Satuan Kerja Pttangkat 
Daerah harus ierlebih dahulu mernberitahukaa secara tertulis waktu pelaksanaan kepada 
Wajib Pajak 

- 

Pasal 8 

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkar Daerah berwenang memberikan keputusan atas pengajllan 
kebcratan dalam hal pajak daerah yang terutang sampai dengan Rp 500 000.000,· 
(Lima Barus Jura Rupiah). 

(2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas peo,gajuan keberaian dalam bal pajak daerah 
yang terutang diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Rams Jura Rupiah) sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah). 

(3) Bupau setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD). 
berwenang memberikan keputusan atas peagajuan keberatan dalam hat pajak daerah yang. 
terhutang diatas Rp. 5.000.000.000,· (Lima Milyar Rupiah). 

(4) Dalarn hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak, maka Bupati menerbitkan 
keputusan penolakan atas keberatan wajib paJak 

(5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ridak memberikan jawaban atas 
permohonan persetujum dari Bupati dalam kurun waktu sebagaimana kctentuao yaog 
ditetapkan sejak permohonan persetujuan disampaikan, permobonan perserujuan dari Bupan 
dianggap diseeejui 

- 

Pasal 7 

(1) Pengajuao Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajek Oaernh yang terutan,g dan 

pelaksanaan penagihannya, 
(2) Kewajiban membayar pajak daerah yang terutang sebagaimana dimaksed pada ayat (I) 

paling sedikit sebesar yang ielah disetejui oleh Wajib Pajak 

Pasal 6 



(I) Pengurangan dan keringanaa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapa1 diberitan, 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Dalam raugka menunjang kebijakan/program pemerintah.; 
b Wi:Yib Pajak atau Penanggung Pajak yang rnengalami musibah be-ncana alam arau 

terjadi diluar kekuasaannya: 
c. \Vajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, ya.og 

rnendapetkan penghargaan secara resmi dari pemerintah danJatau pemerintah daerah.. 
dan 

d W:Yib Pajak aiau Penanggung Pajak yang tidak memiliki kcmampuan seeara ekoneems, 

Pasal 13 

Pengurangan keierapan d10 keringanan pajai.. sebagaunane dimaksud dalam Pasal 12 dapat 
diberikan paling 1111gg1 sebesar 50°:o (Lima Puluh Persen) dari Pajak terutang, 

Pasal l: 

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupau areu Kep.ala. Saluan Kerja Perangkat Daetah jabat:annya 
dapat memberikau pembetulan. pembatalaa, pengurangan keretapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi pembayaran p-ajak atas seluruh jenis pajak sebagaim.lna 
dimaksud dalam Pasal 2 

Pasal 11 

BAB rv 
PE)1BETl1LAN. PEMllATAL'\N. PI:.'IGURANGAN KETETAPA.X. K!:RINGA.'iAN 

DAN PENGnAPUSAN ,.\TAt: PEKGUR..\NGAN SA:-IKSI ..\D)UNlSTRASI 

Pasal 10 

Dalarn jangka waktu 6 (euam) bulan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 ayar (I}, Wajib Pajak 
dapar menyamparkan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang su.taL k:epurusan 
Keberatan belum diterbukan, 

( 4) Dal am hal keputusaa kcbcratan menyebabkan perubahan data dalam SKPO: SKPDKB 
SKPDK.BT/ SKPDLBI SKPD:-1, Bupari atau pejabat yang diiunjuk narus menerbilk1m 
SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBTI SKPDLB/ SKPDN baru t,e<dasa<kan kcpv1us,n 
keberatan tanpa merubah seat jaruh tempo pembaysran, 

(5) SKPDI SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLBI SKPON bani sebagaimana dintakwd pada 
ayat (4) tidak dapat diajukan keberaian. 

(6) Dalam hol bukti pemotongan/ pemungutan pajak daerah oleh Pihal: Ketiga lebib besar dan 
Keputusan Keberatan. harus diterbitkan SKPDLB. 

(1) Aras penerbitan SKPDLB sebagaimana dintaksud pada ayat (6). moka kepada Wajib Pajak 

dikembalikan kelebihan pembayaran paJak serta diberikan imbalan bunga sebesar 2 '• 
(dua persen) per bulan sejak tanggal bukti pemoronganl pemungutan pajak daerah, 

\S) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibenkan paling baD}1lk 24 
(dua puluh empat) bu Ian 



(I) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pernbetulan, pembatalan. 
pengurangan ketetapan, keringanaa dan penghapussn atau pengurangaa sanksi adminisuasi 
kepada Bupau atau Kepala San,an Keqa Peraogkat Daerah paling lama I (saru) bulan 
sejak rnenerima Sura, Ketetapan PaJ!lk Deerah Sura: Ketetapan Pajak Daentb Kurang 
BayatlSurat Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar/Sura, Keretapan PaJak Daerah NihiJ/SurarTagiban Pajak Daerah. 

(2) Wajib Pajak arau Penanggung Pajak dapat mengajukan permobonan pembetulan. 
pembaralan, pengurangan keretapan, keringanan dao penghapusan atau pengurangan sanksa 
administrasi kepada Bupau atau Kepala Sawan Kerja Perangkat Daerah secara tenulis 
dalam bahasa Indonesia dengan disenai alasan-alasan yaog jelas dan melampirtan 
persyaratan adrninistrasi yaog ,erdiri dari 

a foto copy Sura, Setoraa Pajak Daerah yang relah diserujui oleh Wajib Pajak: 
b. foto copy Kartu Tonda Penduduk/Kartu KeluargalSir-·V Pasporllderttitas lainnya; 
c. bukti-bukti lain yang meeguatkan alasan permohonan pemberulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan, keringanan dan pengbapusan atau pengurangao sanksi 
adnunistrasi P:ija.k yang tennang; 

Pasal 14 

(2) Pembewlan Pajak banya dapat diberikan dalam hal sebagai bedkut 

a. SKPD atau SKPDKB yang dalam penerbirannya terdepat k:csalshan rulis. kesalaha.n 
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perunda.ng-undana,;o 
perpajakan daerah. 

b. SKPDKBT arau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan rulis. kesalahan 
hinmg danlatau keke\iruao dalam penerapan peraturan perundang...undanian 
perpajakan daerah, 

c. SKPDN aiau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan rulis. l:esalahan 
hitung danfatau kekeliruan dalam penerapan peraturan perunclang..tmd3:ngao 
perpajakan daerah 

(3) Penghapusan pajak hanya dapa; diberikan dalam bal sebagai bcrikut 

a Wajib Pajak/Pcnnngguag Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan hart.a 
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, 

b. Wajib f>ajak/Penanigung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi: 
c.. Wajib Pajak/Penan,ggung Pajak dmyatakan paiht berdasarkan putusao. pengadilan, dan 

seielah dilakukaa penjualan harta, basilnya tidak mencukupi unruk melunasi utang 
pajak; 

d. Wajib Psjak'Penanggung Pajak tidak lagi melekukan kegiatan usahanya (Turup~ dan 
e. Wajib PajakPenanggung Pajak udak diketahu] lagi keberadaannya, yang disebabkan 

karena 
1. Wajib PaJak/Pe:naaggung. Pa,.iak pindah alamat dan 1id.ak mungkin drketemakan lags, 

dan 
2. \Vajib PajakJPenangguog Pajak meninggalkan Indonesia unruk selama-Iamanya 



\,IL Bupati atau Kepala Satuan Kesja Perangkar Daerah sesuai deogan kewenangannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalarn wakru paling lama 6 (enam) bulan sejak 
ranggal diterimanya surat permohonan, membenken Keputusan aias Permohooan 
Pengnrangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak yang diajukan \Vajib Pajak atau 
Peuanggung Pajak. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa mengabulkan sebagian atau 
mengabulkan seluruhnya atau menolak, 

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ,elah terlampeui azau ,elah 
lewat dan Bupati atau Kepata Satuan Kerja Perangkat Oaerah tidak mcmbcrikao suatu 
Keputusan, Permobonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak yang diajukan 
diaoggap dikabulkan, 

\4) Dalam ha! Dewan Perwakilao Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengaa kewenangannya 
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 15 ayat (3) tidak membenl;an jawaban atas 
pennohonan pe-tsetujuan dari Bupati dalam kurun waktu sebagairnana keten1uan yang 
ditecapkan se-jak pem1ohonan disampaik.an., permohonan dari Bttpati dianggap diserujui. 

Pasal 16 

( I) Kepala Saluan Kerja Perangkat Daemh berwenang memberikao Keputusan Pengurangan. 
Keringanan dan Penghapusan Pajak, dalam ha! pajak yang terhutang sampai dengan 
Rp. 500.000.000,· (Lima Ratus Juta Rupiah). 

(2) Bupa1i berwenang membenkan Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan 
Pajak, dalam hal pajak yang terutang diatas Rp 500.000 000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) 
sampai dengan Rp. 5.000 000.000.- (Lima Milyar Rupiah). 

(3) Dalam ha! pajak yang terutang diatas Rp. 5.000.000.000.· (Lima Milyar Rupiah) Bupan 
harus mendapat perseruju.an Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (DPRD) 

(4) Bupati atau Kepala Saruan Kerja Perangkat Daerah barus memberikan jawaban atas 
permohonan Pengurangan, Kennganan den Penghapusan Pajak paling lama 6 (enam) bulan 
sejak menerima Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pengbapusan Pajak kepada 
\vajib Pajak atau Peuanggung Pajak. 

Pasal 15 

d buk1i peluoasan pembayaran Pajak Daerab rnasa Pajak/ Tahon Pajak sebelu,nnya, clan 
e. Surat Ketetapan Pajak Oaerah/Sur.n Keterapan Pajak Daerah Kurang BayariSunu 

Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar/Sura, Kererapan Pajak Daerah NihillSurnt Tagihan Pajak Daerah. 

131 Pennohonan pembetulan, pernbatalan, pengurangan ketetapan, Keringanan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berlaku u.ntuk satu jenis pajak dalam 
ruasa dim tahun yang bersangkuran, 

(4) Dalam Ital permohonan belum memeouhi syarar sebagaimana dimaksud pada ayai l1). 
kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama I (bulan) untuk melengkapi ptetsy~tan 
dimaksud sejak diterimanya surat permohonan. 

\5) Dalam hal ketentuaa sebagaimana dimaksud pada ayat \4) tidak dipenuhi, maka ,emadap 
permohonan dimaksud di1olak 



(I} Permohonan pembayaran angsuran dlejukan atas Surar Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Keputusan Pemberulan dan Surat Kepotusan 
Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dtbayar bertambah.. 

(2) Pembayaran secara nngsuran diberikan sebanyak 6 (enam) kah angsuran untuk janglta wmu 
6 (enam) bulan benunn-turut. 

(3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bung:t sebesar 
2 % (dua persen) per buJan. 

Pasal 20 

- (I) Obyek Pajak Daer ah yang dapat dibenkan perserujuan pembayaran angsuran pajak meliputi 
seluruh Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pase! 2. 

(2) Permohonan pembayaran angsuran pajak dapat diperumbaogkan dalam bal Wajib Pajak 
kesuhtan lilruiditaS danlatau keadaan di luar kekuasaannya [keadaan kahar-foece majeure) 
sehingga tidak dapat memenuhr k"ewajiban perpajakan tepat p.ada waktunya. 

• 
PasaJ 19 • 

{ 1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai denga.n kewenangannya, ms 
permohcnan Wajib Pajak arau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Posal 17 
dapat memberikan persetujuan kepada \Vajib Pajak atau Peoang,gung Pajak untuk 
mengangsur pembayaran pajak 

(2) Pennohonan secant angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus sudah diterima ofeh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat IS (lima belas) hari sebelum tanggal jatuh 
tempo pembayaran yang tercantum daJam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar. Sura, Kepurusan Pembetulan dan Surat Keputusan Kebem.an 
yang rnenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

(J) Jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam bal 
Wajib Pajak aiau Penanggung Pajak meng.alami keadaan di luar kekuasaannya dan belum 
masuk dalam proses penagibao aktif maka dapat diajukan serelab bates waktu tersebut, 
disertai alasan dan jumlah pembayaran paJak ) ang dimohon uotuk diangsur dengan 
melampirkan bukti-bukti yang dapat d1penanggung jawabkan, 

(4} Setiap permohonan \Vajil) Pajak atau Penangguag Pajak sebsgaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan tanda tenma surar 

Pasal 18 

BABV 

PE:MBAYARAN A~GSORAN PAJAK OAtR.ul 

Pasal 17 

Wnjib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permobooan secara tertolis unruk 
rneng3ngsur pembayaran pajak terhadap · 
• Pajak yang masih harus dibayar daJam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pemberulan. Sunn Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pa.,ak yang harus 
dibayar bertambah, 

b Kekurangan perubayaran Pajak aras seluruh Jenis Pajak sebsssimana dimaksud 
pada PasaJ 2. 



Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ; 

a. Permohonan harus diajukan secara tenulis, ditandatangani oleh Wajib Pajal atau 
Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkaa alasan yang jelas 
dengan rincian utang pajak.. 

Pasal 25 

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

BAB YT 

PERSYARATAN DA1'TATACAR.\ PEl\WAYARAN Ar-iGSURA!'i PA.IAK 

lmdakan pensgihan sesuai'ketenruan peraturan perundang-undaagau yang berteku 
• 

Apabila rernyata kerentuen mer.~'eOJJ tanggal dan ateu jumlah yang: rercanmm dalam surar 
keputusan pembayaran angsuran udak d1penuhi oleh wa311) Pajak seeagaimana mestinya ttttl:)ata 

Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka v.aktu pengajuan angsuran sebagaimana 
• dimaksud dalam Pasal 18, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerab al.'tif melaks.makan 

Pasal 2J 

Surat Kepurusan pembayaran Angsuran pembayaran pajak dinyatakan tidak berlal.-u. apabila 
Wajib Pajak atsu Penanggung Pajak mcngajukan permchonan pemberulan, keberaran, 
pengurangan, keriog,at1an aiau pembatalan surat ketetapan pajak daerah, yang berkaitan dengan 
utang pajak yang dikabulkan untuk diengsur. 

Pasal 23 

Pasal 22 

(I) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat Keputusan Angsuran p<mbayaran pajak. 
tidak daptt lag1 diajukan permohonan unruk mengangsur atau menunda pembayaran pajak... 

t :> Apabda I\ ajil> Pajak ~"'" Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali unrok 
mengangsur pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ltmy11:, mempunvai 
SKPlJLB rnaka pengembalian kelebihan pernbayaran pajak yang tclah ditctapkan tersebur 
lan~sun!! dipcrhitungkan untuk melunasi teriebib dahulu utang pajak yang ada 

(3} Lltang pajak sebagaimana dimaksud peda ayat (2) merupakan srsa utang pajak ams nama 
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB. SKPDKBT dan 

• utang pajak lsinnya yang sudah terutang 

WaJib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan petmohorun sebagaunana di~k.s:cxl 
dalam Pasal 19 ayar (2) tidak mempunyai tungsakan pajak yang teleh jatuh tempo 

Pasal 21 



(I) Bupati atau Kepala S:uuan Kerja Perangka: Daerah memberikan keputusan dalam jangka 
wakru paling lama I (satu) bulnn sejak tauggal ditenma su.rat permobooa.n pembayaran 
augsuraa pajak. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 1elah tcrlampaui arau telah 
lewat dan Bupati atau Kepala Saruaa Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan suaru 
keputusan, maka pennohonan tersebut dianggap dikabulk:an atau ditenma, 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (nijuh) hari tcrhitung sejak waktu sebagaimaoa 
dimaksud pada ayat (2), Kepah Saruan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan Surat 
Kcputusan Angsuran 

Pasal 27 

- (6) Bupau atau Kepala Saruan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan keweaangannnya 
menerbitkan Surat Kepurusan Pembayaran pajak secara angsuran, yang dapar berupa 
menerima seluruhnya atau menerima sebagian areu mcnolak permohonan Wajib Pajak: 
atau Penanggung PaJak 

(I) \Vajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan melakukan pembayaran secere engsurao 
pembsyaran pajaknya. barus terlebih dahulu mengajukan permohooan tertuhs kepada 
Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

{2} Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud p>da ayat ( I) harus menggunakan bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan depat d1pertanggungja\\'abkafl. 
dengan metamprrkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagnmana dunaksud pada ayat (2). sdanjutnya dilakukan 
verifikasi adrninistrasi dan apabila drperlukan ddakukan pesunjauaa lapan,gan 

(4} Verifikasi admiaistrasi dan peainjauan lapangao: sebagaimana dimaksud pada ayar (l) 
dilakuken berdasarkan penugasaa dari Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daer ah. 

(5) Bupau atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan basil ,'erifikasi 
admimsuasi dan penmjauan lspangan dapat menerima seluruhnya, menerima sebagian 
atau menolalc permohcnan Wajib Pajai,, atau Penanggung Pajak 

Pasal 26 

Bagian Kedua 
Tara Cara 

b. Pennohonan sebagaimana diruaksud huruf a. dengan dilampiri persyarataa sebagai &erikut 
I) fotokopi KTP: 
2) fotokopi SKPD, SKPDKB. SKPDKBT. STPD, Surat Kep<Husan Pembewten dan s,,,., 

Kepurusan Keberaten, 
3) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; 
·O surer pernyataan bermaterai cukup meegenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran 

pajak: 
5) bukti tidak ada nmggakan Pajak Daerah pada tahun-sahun sebelumnya berupa 

rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak. 
61 Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya 

kesulitan tikuiduas dan/atau keadaan kahar (force majeure) 

• • 



Pasa130 

(J) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak a1au 
Penanggung Pajak, \Vajib Pajak ataa Pcnanggung Pajak dapat mengajukan permobonan 
pengembalian kepada Bupari atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerab atas sefurub 

-Tenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

(2) Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (I), disarnpaikan secara tenulis dan 
ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama dau alamat wajib pajak, 
b tanggal p.embayarau pa_jak: 
c besomya kelebihan pernbayaran pajak, 
d. bukti setoran pajak; 
e. bukti SPTPD. 
r dokumen arau keierangan yang menjadi das.ar p,embayaran pajak. 
g pethitungan pembayaran pajak menurut \Vajib Pajak atau Penanggung Pajak. 
h. alasan yang dapat dipenanggungja:wabkan. 

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung a.au 
metalui pos tercatat, 

(4) Bukti penerimaan atau bukti penerimaan pos rercatat merupakan bukti .saat petmohonan 

• 

BAB \'U 
PENGEMBALU:-r l{ELEBIRA~ PEJ\IBAYARAN PAJAK OAERAH 

Pasal 29 
(I} Perrnohonan pembayaran secara angsuran pajak yang diproses oleh Saruan Kesja 

Perangkar Daerah serelah diterbitkannya Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala 
Satuan Ket}' Perangkat Daerah 

(2) \\'-aJib Pajak atau Penanggung Pajak yang telab mendapat persetujuan pembayaran pajak 
secara angsuraa pada saat melakukaa kewajiban pembayaran pajak ke Kas Vmum 
Dae rah harus melampirkan Surat Keputusan Pembay:ara.n Angsuran dunal.:sud 

Perhitungan pembayaran angsuran adalah sebagai berikcs · 
a. perhitungan sanksi bunga dikenakan terhadap jum.Jah sisa angsuran, 
b jumlah sisn angsuren adalah basil pengnrangan antara besarnya sisa pajak yang belum 

arau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran; 
c pokok pllJak angsuran adalah basil pemb.agian antara jumtah pajak terutang yaog akan 

diangs:ur dan jumlah bulan angsuran., 
d bunga adatah basil perkatian antara jurnlah sisa a.n.gsuran dengan bunga sebesar 241!'• 

[dua persen), 
e besarnya jumlah yang harus dibayar uap bulao angsuran adalah pokolc pajak angsuran 

duambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen), 

Pasal 28 

(4) Sura, Keputusan Pcmbayaran Angsuran Pajak sebagairnana dimaksud pada 1)'111 (3) 
diberikan paling banyak 6 (enarn) kali angsuran unmk waktu 6 (enam) bulan bertunn­ 
mrut dengan dikenakan bunga seeesar 2% (dua persen) pc.r buJan.; 

• 



. SA· 

- EK.~SI r · 

Cikatang Pusa1 dicei,,pkan di 
pada ianggal 

Agar setiap orang mcngetahuinya. meme-rintahkan pengundang:an Peraturan Bupari ini dengan 
penempatannya dalam Betita Daerah Kabupate-n Bekasi. 

- BABVlll 
KI:TENl'UAN PE~TUP 

Pasal 32 

Peraturan Bupati ioi mulai bcrlaku pada tenggal diundangkan 

• 

I 'I Terb3d.tp permollolwl pengembaliau S<bop,Pllo> c·~ Jc,...!~ ,y31 (l)tcc:d,;11 d:illulu 
dtlU-uk.tn pcmmk.saan kcpaih \\"aJ1b PaJJ.k J.UU Pe!U!t..:-..euc..:- P3J2A. unru.. men_get1DUJ 
kebenaran aras permohoean iersebet, 

(6) Bupati arau Kepala Satuan Keri• Peraagkar Daerah dalam ia•£l<• waktu paling lama 6 
(enam} bulan sejak duenmanva permobonan kelebihan pembayarae P3jak sct-a!t.sur.nns 
dimaksud pada aya1 (I), memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka 
waktu paling. lama l bulan. 

1 • Bupati atau Kepala Saman Ketja Perangkat Daerah setelah melakukan pemeriksaan 
menerbnkan · 
a SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebib beser dari pada ,umlah 

pajak yang terutang mu dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya 1ennang, 
b SKPDN. apabila jumlah pajak yang dibayar sama deogan jumlah pa3ak yang tennaog, 

(SJ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dunaksud pada ayat (6) telab terlaropaui atau 
telah lewat dan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidal< memberikan 
suaru kepurusan, perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan, dan SKPDLB barus duerbukan dalamjangka waktu paling lama I bulan. 

(9) Apablla \\ aiib Pajak mempunyar urang pajak yang sama atau utaag pa3ak daerah lainnya, 
kd'1>,han pembavaran Jl'lpk. langsung diperhirungkao untuk melunasi terlebih dahulu 
uwi; paJak tersebut 

(10) Pengembalran kelebsban pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9). 
dihluk.ui dalamjangka wakru paling lama 2 ldua) bulan se,ak diterbhkannya SKPDLB. 

1 t t) Apabila pengembalian kelebihan pembayarao pajak dilakukan setdah lewa1 jangle• waktu z 
bulaa, Bupau atau Kepala Satuaa Kerja Perangkat Daerah memberibo imbalan sebesar 
2° o (dua persen) per bulan atas kereriambatan pembayaran keleoihan pembayaran pajak 

Pasal 31 

(I) Dal am bal terdapar kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surac kepurusan kebtratan. 
maka selanjutnya tidak lagi diJakukan pemeriksaan kepada \Vajib Pajak atau Pcn.anggung 
Pajak. 

(2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat dikompcnsasikan 
dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhirungkan unwk melunasi utang pajak 
daerah lainnya 


